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ABSTRAK 

 

Larangan bagi pengemudi angkutan barang umum memuat barang melebihi batas 

tonase dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, yang menyatakan: “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan 

Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya 

angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.” Sanksi hukum pada Pasal 

307regulasi yang sama, yang garus besarnya menyatakan Setiap orang yang 

mengemudikan Kendaraan Bermotor tersebut dan melanggar daya angkut Pasal 

169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda 

paling banyak lima ratus ribu rupiah. Jenis penelitian: penelitian yuridis empiris. 

Data: data primer yang bersumber dari wawancara; data sekunder yang bersumber 

dari jurnal, peraturan perundang – undangan dan internet. Metode analisa: berasal 

dari wawancara dan kajian kepustakaan. Penerapan sanksi bagi pengemudi 

angkutan barang kelebihan tonase penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah 

hukum Polres Tokan Hulu belum berjalan sebagaimana mestinya,  hanya sanksi 

denda sedangkan sanksi pidana penjara belum diterapkan sehingga belum 

memenuhi tujuan pemidanaan dan tidak menimbulkan jera. Dibuktikan kenaikan 

kasus dari tahun 2021 ke 2022. Faktor kendala: Pertama, Faktor hukum: prinsip 

hukum kepolisian yaitu Restorative Justice  mengedepankan penyelesaian perkara 

non litigasi; Kedua, Faktor sarana/ fasilitas: alat penimbangan kendaraaan 

angkutan barang yang tidak berjalan; Ketiga, Faktor masyarakat: Rendahnya 

kesadaran hukum pengemudi serta Pelaku yang sempat melarikan diri. Solusinya: 

Pertama, faktor hukum sebaiknya Restorative Justice dalam penanganan tindak 

pidana ini tetap dilaksanakan berdasarkan hukum; Kedua, faktor sarana/ fasilitas, 

sebaiknya pihak kepolisian bekerjasama dengan Dinas Perhubungan setempat 

untuk mengaktiflkan kembali kegiatan penimbangan angkutan barang umum; 

Ketiga, faktor masyarakat, sebaiknya dilakukan Dikmaslantas kepada masyarakat 

setempat, diterapkan sanksi hukuman pidana jika dalam penyelesaian perkara 

Restorative Justice tidak terjadi kesepakatan damai antarakedua belah pihak, 

meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat. 

 

Kata Kunci: Sanksi, Tonase, Kecelakaan 
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ABSTRACK 

 

The prohibition for public freight transport drivers to load goods exceeding the 

tonnage limit in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and 

Transportation, which states: "Drivers and/or public goods transport companies 

must comply with the provisions concerning loading procedures, carrying 

capacity, dimensions Vehicles, and road class.” The legal sanction in Article 307 

of the same regulation, which broadly states that every person who drives said 

Motorized Vehicle and violates the carrying capacity of Article 169 paragraph (1) 

shall be subject to imprisonment for a maximum of two months or a fine of up to 

five hundred thousand rupiahs. Type of research: empirical juridical research. 

Data: primary data sourced from interviews; secondary data sourced from 

journals, laws and regulations and the internet. Method of analysis: derived from 

interviews and literature review. The application of sanctions for drivers of over-

tonnage goods transport that cause traffic accidents in the jurisdiction of the 

Tokan Hulu Police has not been carried out as it should, only fines while prison 

sanctions have not been implemented so that they have not fulfilled the purpose of 

punishment and have not created a deterrent. There is evidence of an increase in 

cases from 2021 to 2022. Obstacle factors: First, legal factors: the principle of 

police law, namely Restorative Justice, prioritizes the settlement of non-litigation 

cases; Second, factor of facilities/facilities: weighing equipment for goods 

transport vehicles that are not running; Third, community factors: Low legal 

awareness of drivers and perpetrators who managed to escape. The solution: 

First, the legal factor should be that Restorative Justice in handling this crime 

should still be carried out based on the law; Second, on the facility/facility factor, 

the police should work together with the local Transportation Service to 

reactivate the weighing of public goods transport; Third, community factors, 

Dikmaslantas should be carried out to the local community, criminal sanctions 

are applied if in the settlement of Restorative Justice cases there is no peace 

agreement between the two parties, increasing cooperation with the community 

and community leaders. 

 

Keywords: Sanctions, Load Capacity, Accidents 


